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BERITA DAERAH KABUFPATEN CIREBON

NOMOR : 7TAHUN 2019 SERI g

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 3 TAHUN 2019
TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAEKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON.

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Badan

kehormatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57
juneto Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakvat Dacrah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu diatur
Tata  Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan
Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Cirebon;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada hurufl a, maka perlu ditetapkan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang Tata
Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan
Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyalt Daerah Kabupaten
Cirebon;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Permmbentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
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Menimbang : a.

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Badan
kchormatan scbagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57
juncto Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu diatur
Tata  Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan
Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyvat Dacrah Kabupaten
Cirebon;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang Tata
Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan
Kehormatan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Cirebon:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
[Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran




Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 538, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraluran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tlentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor ©197);

5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 201#
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

. Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2018 Nomor 55 seri E. 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan :
. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
. 2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Circhon;

3. Pimpinan Alat Kelengkapan adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan Badan
Musyawarah, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan Badan Kehormatan,
Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pimpinan Komisi, dan
Pimpinan Alat Kelengkapan Lain vang diperlukan dan dibentuk oleh rapal
Paripurna;

Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD;
Anggota DPRD yang sclanjutnya disebut Anggota, adalah Anggota DPRD
Kabupaten Cirebon;
| 6. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD Kabupaten cirebon tentang
Tata Tertib;
7. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan
Kehormatan DPRED;
Sekretariat adalah Sekretanat DPRD Kabupaten cirebon;
Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD vang selanjutnya discbut
Peraturan Kode Etik, adalah Peraturan vang mengatur tentang Norma yang
wajib dipatuhi oleh sectinp Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya
untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
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Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebul Kode etik adalah Norma vang
wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD sclama menjalankan tugasnya
untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
Pendapat Etik adalah pendapat Pimpinan dan seluruh Anggota Badan
Kehormatan tentang suatu masalah Etk;

Buku Registrasi Perkara Etik adalah buku untuk mencatat Pengaduan

vang masuk kepada Badan Kehormatan,

Rahasia adalah hal-hal vang menurut bentuk dan silatnya tidak atau

belum dapat diinformasikan kepada pihak lain;

Rehabilitasi adalah pernvataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD,

Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan dan/atau Anggota yang tidak

terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan/atau Sumpah

Jabatan sebagaimana yang dilaporkan;

Pengaduan adalah laporan vang dibual secara tertulis disertai bukti awal

vang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa vang patut diduga

sebagai suatu pelanggaran Tata Terub, Kode Etik dan/atau Sumpah

Jabatan vang dilakukan oleh Anggota;

Pelanggaran ialah perbuatan vang melanggar norma atau aturan mengenai

hal-hal vang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurul

Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota,

Pembelaan adalah kesempatan vang diberikan kepada Pimpinan DPRD

dan/atau Anggota untuk melakukan pembelaan diri seshubungan dengan

adanya Pengaduan terhadap pelanggaran;

Sanksi adalah hukuman vang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau

Anggota sehubungan dengan pelanggaran;

Pengadu ialah warga masyarakal vang bisa berasal dari kelembagaan

IMEUPUN PETSEOTATIZAT;

Teradu ialah  Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alal

Kelengkapan dan/atau Anggota vang dilaporkan, tertangkap tangan

melakukan pelanggaran atau diduga telah melakukan pelanggaran vang

diketahui secara luas oleh umum;

Terperiksa lalah Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, Pimpmnan Alat

Kelengkapan, dan/atau Anggota vang diperiksa di hadapan sidang Badan

Kehormatan karena diduga melakukan pelanggaran,

Saksi ialah semua orang yang dapat memberikan keterangan guna

kepentingan pemeriksaan tentang suatu  peristiwa yang berhubungan

dengan perkara terperiksa, kecuali:

a. Istri, Suami, Mantan Istri, Mantan Suami, keluarga dalam garis lurus
keatas dan kebawah dalam hubungan darah atau perkawinan sampai
derajat ketiga.

b. Orang yang karena jabatannyva diwajibkan menyimpan rahasia.

¢. Orang yang dalam kcadaan sakit ingatan;

Saksi Ahli ialah orang vang memiliki keahlian tertentu yang dapat

memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan,

Pendamping ialah seorang Anggota vang berasal dari Fraksinva ztau

Anggota dari Fraksi lainya/Penaschat hukum untuk melakukan pembelaan;

Klarifikasi adalah proses pemeriksaan awal secara tatap muka dan langsung

untuk mengetahui kebenaran atas Pengaduan atau informasi suatu dugaan

pelanggaran;

Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak vang

mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat buku

lainnya atau keterangan vang akan menjelaskan lenlang peristiwa;

. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan

informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa vang
diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran
tersebut terbukti atau tidak terbulkti;




BAB 1l
TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN
Bagian Kesatu
Pasal 2

(1) Badan Kehormatan mempunvai Tugas :

a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD
terhadap sumpah/janji dan kode etik;

b. Meneliti dugaan pclanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etk
vang dilakukan Anggota DPRI;

c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan
Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan

d. Melaporkan keputusan Badan kehormatan atas hasil penyelelidikan,
verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada hurufl ¢ kepada
Rapat Paripurna.

. (2) Tugas Badan kehormatan dolaksanakan untuk menajga moral, martabat,
kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.,

(3) Dalam  melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi
sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurul e, Badan kehormatan dapat
meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,
Badan kehormatan berwenang :

a. Memanggil Anggota DPRD vyang diduga melakukan pelanggaran
sumpah/janji dan kode ctik untuk memberikan klarifikasi atau
pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;

. b. Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait
termasuk meminta dokumen atau bukti lain, dan;

c¢. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD vang terbukti melanggar
sumaph/janji dan Kode etik.

BAB 11
MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

Bagian Kedua
Umum

Fasal 4

(1) Badan Kehormatan bertugas melakukan penyvelidikan dan verifikasi atas
pengaduan lerhadap Pimpinan DPRD dan Anggota karena :
a. Tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan;
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(3)
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b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan/atau
berhalangan tetap scbagai Pimpinan DPRD dan Anggota selama 3 (liga)
bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;

¢. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan
lain yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 6 (enam) kali
berturut-turut tanpa alasan yang sah;

d. Melanggar ketentuan larangan scbagaimana diatur dalam Tata Tertib
dan Kode Etik;

Kehadiran sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ adalah kehadiran

fisik Pimpinan DPRD dan Anggota yang yang dibuktikan secara

administratif melalui tanda tangan daltar hadir yang disampaikan olch

Sekretariat DPRD kepada Pimpinan DPRD dan Anggota kepada Badan

Kehormatan.

Pasal 5

Pelanggaran vang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran yang

dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan Anggota berupa :

a. Ketidakhadiran dalam rapat DPRD tanpa alasan wang sah dan jclas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ¢

b. Tertangkap tangan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;

c. Dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang sudah tersiar di
beberapa media cetak dan/atau media elektronik; atau

d. Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 5
(lima) tahun penjara dan telah mendapatkan putusan yvang berkekuatan
hukum tetap (in cracht van gewisdjc);

Penanganan pelanggaran vang tidak memerlukan pengaduan scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:

a. Hasil verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1); dan

b. Usulan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.

Rapat Badan Kehormatan memutuskan tindak lanjut terhadap

penanganan pelanggaran scbagaimana dimaksud pada ayat (2).

Badan Kehormatan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan

DPRD mengenai  penanganan terhadap pelanggaran  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal &

Penanganan pelanggaran dimulai setelah adanyva pengaduan kepada
Pimpinan DPRD.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi
maka dilakukan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.,

Apabila dari hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
terpenuhi maka dilakukan verifikasi oleh Badan kehormatan;

Apabila dari hasil pemeriksaan awal diperoleh dugaan kuat terjadi
pelanggaran, maka Badan Kehormatan segera melanjutkan ke tingkal
persidangan pelanggaran.

Sidang Badan Kehormatan berlangsung dalam satu tingkat dan putusan
yvang ditetapkan bersifat final.
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Bagian Ketiga
Materi Pengaduan

Pasal 7

Materi Pengaduan memuat:

a. Identitas Pengadu;

b. Identitas Teradu; dan

c. Uraian Peristiwa yvang diduga pelanggaran.

Identitas Pengadu sebagaimana dimasud pada ayat (1) hurul a dilengkapi
identitas diri vang sah, yaitu:

a. Nama lengkap;

b. Tempat/ tanggal lahir;

c. Jenis kelamin;

d. Pekerjaan;

e. Kewarganegaraan; dan

. Alamat lengkap/ domisil.

Dalam hal pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas Pengadu
dilengkapi dengan akta notaris, AD/ART lembaga beserta pilihan domisili
hukum yang dapat dihubung,.

Identitas teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Nama lengkap; dan

b. Partai/ Fraksi.

Uraian peristiwa yvang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) huruf ¢ meliputi uraian singkal lakta perbuatan yang dilakukan
oleh Teradu dengan kejelasan mengenail tempat dan waktu terjadinya
pelanggaran dengan disertai bukti awal.

Bagian Keempal
Tata Cara Pengaduan

Pasal 8

Pengaduan diajukan kepada Pimpinan DPRD sccara tertulis dalam Bahasa
Indonesia atau Bahasa Daerah.

Pengaduan vang diajukan wajib ditandatangani/cap jempol oleh Pengadu,
Pengaduan yang dilakukan oleh lembagaforganisasi harus ditandatangani
oleh Pimpinan lembaga/organisasi tersebut disertal stempel.

Pasal 9

Dalam hal pengadu tidak dapat menulis, pengaduan disampaikan secara
lisan.

Pengaduan secara lisan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh
Sekretariat dan dijadikan bahan untuk proses selanjutnya.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada
Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 10

Setelah menerima Pengaduan, Badan kehormatan melakukan verifikasi
kelengkapan pengaduan meliputn:

a. identitas Pengadu vang masih berlaku;

b. identitas Teradu ;




¢. permasalahan dan bukti-bukli yang berkaitan dengan [akla/peristiwa
yvang dilaporkan.

d. uraian mengenai hal vang menjadi dasar pengaduan .

(2) Uraian sebagaimana dimaksud ayat (1) hurul d meliputi :

a. Kedudukan Pengadu dan keterkaitannya langsung dengan matern
pengaduan.

b. Pengadu harus menguraikan dengan jelas dan rinci secara tertulis,
hahwa Teradu telah patut diduga melakukan pelanggaran ketentuan
kewajiban danj/atau melanggar kepatutan dalam Sumpah/Janji
Jabalan, Tata Tertib atau Kode Etik;

c. Pengaduan harus disertai dengan alasan dan/atau alat bukti lain yang
mendukung pengaduan tersebut;

(3) Untuk melakukan pemeriksaan terhadap unsur adminstratif dan mater
pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan/atau Tenaga
Ahli.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi
terhadap kelengkapan adminisirasi pengaduan,

(5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verilikasi
terhadap materi pengaduan.

| . (6) Sekretariat dan Tenaga Ahli melaporkan hasil verifikasi sebagaimana

| dimaksud pada avyat (4) dan (5) kepada Badan Kehormatan dalam wakiu

‘ paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

(7) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan
memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, pengaduan diterima olch
Sekretariat dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan
pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.

(8) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada
Pengadu tentang kekuranglengkapan pengaduan dan Pengadu diminta
melengkapi pengaduan dalam waktu paling lambat lima (5) hari kerja scjak
pengadu menerima sural pemberitahuan,

(9) Apabila kelengkapan pengaduan scbagaimana dimaksud pada ayat (8)

‘ tidak dipenuhi, tidak diregistrasi dalam buku register Pengaduan dan

setelah jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dipenuhi,
pengaduan tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti
baru.

. (10) Pengajuan pengaduan oleh Pengadu tidak dibebani biaya.

Pasgal 11
Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 gugur apabila:
a. Terperiksa meninggal dunia;

b. Terperiksa mengundurkan diri secbagal anggota DPRD; atau
c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku.

Bagian kelima
Kerahasiaan Pengadu dan Teradu

Pasal 12

(1) Badan Kehormatan wajib merahasiakan identitas Teradu sampai dengan
perkara diputus.

(2) Kewajiban Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku
dalam hal pelanggaran vang telah diketahui oleh umum/publik.




Pasal 13

Badan Kehormatan wajib meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi
dan alat bukti yang mendukung Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dan bukti-bukti lain vang dapat berupa informasi yang terkait dengan
alasan Pengaduan.

Pasal 14

(1) Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan Sekretariat yang menangani
pengaduan wajib merahasiakan identitas Pengadu.

(2] Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta penegak hukum
untuk memberikan perlindungan kcamanan bagi Pengadu,

Bagian Keenam
Registrasi Pengaduan

Pasal 15

Pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam
Buku Registrasi Perkara Etik dan diberi nomor perkara oleh Sekretariat.

Pasal 16

Badan Kehormatan menyvampaikan salinan surat pengaduan kepada Teradu
dengan disertai nomor perkara dengan surat resmi.

Pasal 17

Dalam hal pengadu menarik kembali pengaduan yang telah dicatat dalam Buku
Register, maka Badan Kehormatan menerbitkan Surat Pembatalan Registrasi
atas pengaduan yang telah diajukan dan diberitahukan kepada Pengadu
disertal pengembalian berkas pengaduan.

Bagian Ketujuh
Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 15

Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Badan Kehormatan mempunyai kewajiban:
a. meneliti dan memeriksa kelengkapan pengaduan;
b. meminta dan mengumpulkan alat bukti,
¢. meminta penjelasan Pengadu tentang materi Pengaduan dan  pokok
permohonan;
memeriksa dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pengadu;
e. meminta penjelasan Teradu
Pasal 19

Dalam hal Pemeriksaan Pendahuluan telah dilakukan, Badan Kehormatan
melakukan kajian untuk mencentukan apakah Pengaduan tersebut dapat
dilanjutkan ke proses persidangan atau tidak.
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